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GUBERNURBENGKULU 

PERA TURAN GUBERNUR BENGKULU 
NOMOR J-0 TAHUN 2011 

TENTANG 

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTA TIS MUT ANDIS PERATURAN MENTERI 
DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHON 2011 TENTANG PENGIIlTUNGAN DASAR 

PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

bah.,,,-a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar 
Pengenaan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Tahun 201 I dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (9) 
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah Provinsi Bengkulu, maka untuk penghitungan Dasar Pengenaan 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu 
menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Memberlakukan Secara 
Mutatis dan Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor Tahun 2011; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor JO Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak 
Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor kepada Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2861 ); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 997 Nomor 
40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684): 

4. Undang-undang N'omor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42. 
Tambahan Lembaran Nt>gara Republik Indonesia ~omor 3686): 
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5. Undang-Cndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentu.kan Peraturan 
Perundang-undangan (Lernbaran \:egara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 85. Tambahan Lembaran \;egara Republik Indonesia Nornor 4411 ); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintah Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­
U ndang Nomor 12 Tahun 2008 tenatang Pcrubahan Kedua Atas Undang­
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan 
Antara Pernerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norn01· 130. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang­
undang Nomor 9 Tahun 1967 dru, Pclaksanaru, Pemerintahan di Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 84. 
Tambahan Lembaran \;egara Republik Indonesia Nomor 2854): 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 
Pengemudi (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1993 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nornor 3530); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentru1g Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Trunbahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Antara Pemerintah, Pemerintab Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82. Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737); 

14. Peraturru, Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 
yang dipungut berdasarkan penetapru1 Kepala Daerah atau dibayar sendiri 
oleh wajib p~jak: 

15. Peraturru, Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
'.\1enteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan '.\1enteri Dalam "legeri ::--!omor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah: 

16. Pera1uran Menteri Dalrun ~egeri ~omor 16 tahun 2006 tentang Prosedur 
Pen), usunan Produk Hukum Daerah: 
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Mcnetapkan 

17. Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 23 l'ahun 2011 tcntang 
Penghitungan Dasar Pcngcnaan Pajak Kendaraan Bcrmotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bcrmotor Tahun 2011: 

18. Pcraturan Dacrah Provinsi Bcngkulu Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Dacrah Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Dacrah Prminsi Bengkulu Tahun 
201 I Nomor 2): 

19. Pcraturan Gubcrnur Bengkulu Nomor 6 J"ahun 2007 tcntang Pokok-pokok 
Pengclolaan Keuangan Dacrah (l.cmbaran Dacrah Prm insi Bengkulu Tahun 
2007 Nomor 6): 

20. Pcraturan Dacrah Pnl\ insi Bcngkulu Nomor 7 Talmn 2008 tcntang 
Organisasi <lan Tata Kcrja Dinas Dacrah Provinsi Bcngkulu (Lcmbaran 
Dacrah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7): 

:'\-fEMlTl SKAN: 

PERATl:RA:\ GlBERNlR BENGKLLl TENT ANG 
MEMBERLAKllKA'i SECARA '.\1UTATIS '\ill'TANDIS PERATlRAN 
ME:\TERI DALA'.\1 'iEGERI ~O:\1OR 23 TAHUN 2011 TENTANG 
PE:\GHITll.:\GA~ DASAR PE:\GE:\AA:\ PAJAK KENDARAAN 
BER'.\tOTOR DA:\ BEA BALIK '\'A'.\1A KE!\DARAAN BERMOTOR. 

BABI 
KETE:\Tt A'i L\tll:\-1 

Pasal I 

Dalam Pcraturan Gubcrnur ini yang dimaksud dengan : 

I. Dacrah adalah Daerah Pro\·insi lkngkulu: 

2. Pemerintah Dacrah adalah Gubcrnur dan Pcrangkat Dacrah Provinsi Bengkulu scbagai unsur 
penyelenggara Pcmcrintah Daerah: 

3. Gubcrnur adalah Gubcrnur Bengkulu: 

➔. Dinas Provinsi adalah Dinas Pcndapatan Dacrah Provinsi Bengkulu: 

5. Kcpala Dinas adalah Kcpala Dinas Pcndapatan Dacrah Prm insi Bengkulu: 

6. Kendaraan Bcm1otor adalah scmua Kcndaraan bcroda 2 (dua atau lcbih bcscrta gandengannya 
) ang digunakan di scmua jcnis jalan darat. dan digcrakkan olch peralatan teknik bcrupa motor 
atau peralatan lainnya yang bcrfungsi untuk mcngubah suatu sumb.:r daya cncrgi tcrtcntu 
mcnjadi tenaga gerak Kcndaraan Bermotor yang bcrsangkutan. tcrmasuk alat-alat hcrat dan 
al at-a lat bcsar) ang bcrgcrak: 

7. Kcndaraan Bcrmotor Angkutan l.'mum adalall setiap kendaraan )ang d1pergunakan untuk 
mengangkut orang atau barang dcngan dipungut bayaran dan rnem1liki inn penyclcnggaraan 
an,:kutan umum dan izin tra)ek atau um 11Jak dal.un tra)ek. 

8 Pajak KendJ.raaI1 Bermot~,r ).mg ,oe ariutn~J. d_~mg.i.at PKB. ada . .::h pa·.ik Jt.lS kepemhk.:m 
Jan ..:!a.J per..;uas= kendaraan ',ermotcr 
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" &a Balik '\ama Kendaraar Bermotor yang ,;elanjutn~a disingkat BB~-KB, adalah pa.;ak atJ.S 
pen) :rahan hak milik Kendanan Berrnotor sabagai akibat perjanjian dua pihak arau perbuatan 
sep.'bak Jtau keadaan )ang terjadi karena jual beli. rukar-menukar. bibah. warisan atau 
pemasukan ke dalam Badan t:saha: 

10. Kendaraan Bem1otor Cbali Bentuk adalali Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan 
teknis dan atau serta penggunaannya; 

11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah Alat-alat yang dapat 
bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen; 

12. 1-larga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah Harga rata-rata yang diperoleh 
dari sumber data. antara lain Agen Tunggal Pemegaug Merek dan Asosiasi penjual Kendaraan 
Bermotor: 

13. Tahw1 Pembuatan adalali Taliun Perakitan dan/atau TahW1 yang ditetapkan berdasarkan 
Registrasi dan ldentifikasi oleh Pihak Berwenang; 

14. Harga kosong (off the road) adalali harga kendaraan bennotor dari pabrik/agen penjualan 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai; 

15. Harga [si (On the road) adalali harga kendaraan bermotor dari pabrik/agen penjualan termasuk 
Pajak Pertambalian Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan 
Bermotor. 

BAB II 
PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTER! DALAM NEGERl 

Pasal 2 

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Taliun 2011 
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bem1otor di wilayah Provinsi Bengkulu. 

BABIU 
PENGHJTUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 

Pasal 3 

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Be1motor berdasarkan jenis. merek dan tipe kendaraan bermotor yang belum tercantwn dalam 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar 
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Taliun 2011, 
nilai jualnya ditetapkan : 

1. Kendaraan bermotor taliun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) 
di bawali harga kosong ( off the road) dan/atau 21,5 % ( dua puluh satu koma lima persen) di 
bawah perkiraan harga isi (on the road). 

2. Kendaraan bermotor tahun pembuatan lebih tua. nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU 
yang berlaku di daerali dan/atau dengan membandingkan jenis. merk, tipe. isi silinder, dan 
taliun pembuatan dari negara produsen yang sama. 

Pasal 4 

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bem1otor dan Bea Balik "lama Kendaraan 
Berrnotor berdasarkan jenis. merek. dan tipe kendaraan bermotor ~.lllg telali tercamwn dalam 
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Iampiran Peraturan \lcnteri Dalam Ncgcri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar 
Pcngcnaan Pajak Kcndaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kcndaraan Bcnnotor. untuk 
kendaraan bcm1otor tahun pi:mbuatan lebih baru dan/atau tahun pcmbuatan lcbih tua. nilai jualnya 
ditctapkan: 
I. Kcndaraan Bem,otor tahun pcmbuatan lcbih baru. nilai jualnya ditctapkan dcngan penambahan 

5% (lima persen) sctiap tahun dari nilai jual tahun scbdumnya. 

1 Kcndaraan bcm1otor tahun pcmbuatan lcbih tua. nilai jualnya ditetapkan bcrdasarkan nilai jual 
tahun pcmbuatan tcrakhir dengan penurunan 5% (lima pcrscn) sctiap tahun dcngan maksimal 
penurunan 5 (lima) tingkat dan/atau discsuaikan dcngan I (Pt; yang berlaku di dacrah. 

Pasal 5 

(I) Perhitungan Dasar Pcngcnaan Pajak Kcndaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bem1otor untuk Kcndaraan Bcnnotor Angkutan Umum ditctapkan : 

a. 

b. 

C • 

d. 

(2). 

Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bcrmotor Angkutan C'mum Orang ditetapkan 
sebesar 60% (cnam puluh pcrscn). 
Dasar Pcngcnaan BBN-KB untuk Kcndaraan Bcnnotor Angkutan C'mum Orang ditctapkan 
sebcsar 60% (enam puluh persen). 
Dasar Pcngenaan PKB untuk Kcndaraan Bem10tor Angkutan Umum Barang ditetapkan 
sebesar 80% (dclapan puluh pcrscn). 
Dasar Pengcnaan BB'-:-KB untuk Kendaraan Bcrmotor Angkutan Umum Barang 
ditdapkan scbesar 80% (delapan puluh pcrscn). 

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bem,otor dan Bea Batik Nama Kendaraan 
Bem,otor scbagaimana dimaksud a)at I ditctapkan bcrdasarkan perkalian 2 (dua) unsur 
pokok: 

a. NJKB scbagimana tcrcantum dalam Lampiran Peraturan :',.1cntcri Dalan1 Ncgcri l\omor 
23 T ahun 201 I tentang Penghitungan Dasar Pengcnaan Pajak Kendaraan Bcrmotor dan 
Bea Halik :-.:ama Kcndaraan Benno tor Tahun 20 I l. 

b. Bobot yang mcnccm,inkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pcnccmaran 
lingkungan akibat penggunaan kendaraan bcnnotor angkutan umum orang dan/atau 
barang. 

Pasal 6 

Kendaraan Bem10tor Angkutan Lmum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mcmcnuhi 
pcrsyaratan i.1in penyelenggaraan Angkutan Umum dan izin trayck atau izin tidak dalam trayck. 

Pasal 7 

Penghitungan Dasar Pcngcnaan Pajak Kcndaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kcndaraan 
Bem1otor ganti mcsin nilai jualnya ditctapkan IO % (sepuluh pcrsen) dari IIPl.' yang bcrlaku 
didaerah. 

BAB IV 
KETE~Tl'A:\" PE'illTUP 

Pa,al 8 

llal-hal )ilng belum diatur d.1lam Peraturan Gubemur 111i. St'panj.m8 rnen_,!enai tckm-; 
pelaksanaann)a dapat diatur ,c.-bih l..mJut dengan Keputusan Kep::ila D r..lS Pendapalilll Daerah 
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Pasal 9 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor D.16 Tahw1 20 JO 
tentang Membcrlakukkan secara Mutatis dan Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bcrmotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 
17). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal JO 

Peraturan Gubernur ini Syah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-w1dangan yang 
berlaku, dan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini hams sesuai dan berpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Peraturan Gubernur tentang memberlakukan secarn mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 201 I ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubcrnur ini dengan 
penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditctapkan di Bengkulu. 
Pada tanggal J.() - 0 0 - a-o 11 

' Pit. G:::,;NGKULU 

H. JUNAIDI HAMSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
Pada tanggal J.. o - o 8 - a-o I l 

SEKRETARlS DAERAl-1 

.tl.LDII A ~"l.•.c..n••-.& _.._... _ _._....._ __ ----


